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ABSTRAK

Strategi Implementasi Pembelanjaan Barang dan Jasa Melalui Platform
Digipay di Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
Rizkita Sari, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu
kiky.rizkita@gmail.com
Politeknik STIA LAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi implementasi
pembelanjaan barang dan jasa melalui melalui platform DIGIPay di Sekretariat
Ditjen Perikanan Budidaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui observasi langsung,
wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait kebijakan serta implementasi
belanja digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
pembelanjaan barang dan jasa melalui platform DIGIPay (kini DIGIPay SATU) di
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) belum dilaksanakan,
hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap fitur aplikasi DIGIPay.
Hambatan ini juga diperburuk karena sifat keputusan inovasi yang kolektif,
membutuhkan komunikasi persuasif untuk mengatasi resistensi budaya kerja.
Keberhasilan implementasi pembelanjaan barang dan jasa melalui DIGIPay
memerlukan strategi edukasi, pendampingan, dan penguatan agen perubahan yang
lebih fokus agar adopsi DIGIPay dapat diterapkan dan berkelanjutan. Sejalan
dengan itu, implementasi strategi pembelanjaan digital pada Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya melalui DIGIPay akan menghadirkan efisiensi operasional,
transparansi, dan akses vendor yang lebih luas sebagai kekuatan utama, namun
dihadapkan pada permasalahan ketergantungan infrastruktur teknologi, tantangan
adaptasi SDM, serta isu keamanan data. Kendati demikian, penerapan
pembelanjaan barang dan jasa melalui DIGIPay akan menjadikan peluang besar
sebagai katalisator inovasi, mendorong ekosistem digital komprehensif, dan
mendukung UMKM lokal, di tengah ancaman siber, persaingan platform, dan
resistensi internal, yang keseluruhan strategi ini, berdasarkan kerangka Henry
Mintzberg, dapat dihadapi dengan pembuatan rencana terstruktur, taktik cerdas,
pola berkelanjutan, posisi modern, serta perspektif kolektif untuk kinerja jangka
panjang dan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan strategi ini dapat dibagi
menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kata Kunci : Adaptasi, Barang dan Jasa, DIGIPay, Pembelanjaan, Strategi
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ABSTRACT

Strategic Implementation of Goods and Service’s Procurement Through
Digipay Platforms in the Secretariat of the Directorate General of
Aquaculture
Rizkita Sari, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu
kiky.rizkita@gmail.com
Politeknik STIA LAN

The main objective of this study is to determine the implementation strategy for
goods and service’s procurement through DIGIPay platform at the Secretariat of
the Directorate General of Aquaculture. This study uses a qualitative method with
a case study approach. Data will be collected through direct observation, in-
depth interviews, and document analysis related to digital procurement policies
and implementation. The results of this study indicate that the implementation of
DIGIPay (now DIGIPay SATU) at the Secretariat of the Directorate General of
Aquaculture (DJPB) is not implemented yet, mainly due to a lack of
understanding of the application's features. This obstacle is also exacerbated by
the collective nature of innovation decisions, requiring persuasive communication
to overcome cultural resistance. Successful implementation requires a more
focused strategy of education, mentoring, and strengthening of change agents so
that DIGIPay adoption can be sustainable and optimal. In line with that, the
implementation of the digital spending strategy at the Secretariat of the
Directorate General of Aquaculture through DIGIPay presents operational
efficiency, transparency, and broader vendor access as key strengths, but is faced
with dependence on technological infrastructure, challenges in human resource
adaptation, and data security issues. Nevertheless, there are great opportunities
as a catalyst for innovation, encouraging a comprehensive digital ecosystem, and
supporting local MSMEs, amidst cyber threats, platform competition, and internal
resistance, where this overall strategy, based on Henry Mintzberg's framework, is
a structured plan, smart tactics, sustainable patterns, modern positions, and a
collective perspective for long-term performance and better public services. The
implementation of this strategy can be divided into short-term, medium-term, and
long-term strategies

Keywords: Adoption, DIGIPay, Goods and services, Procurement, Strategy

vii


mailto:kiky.rizkita@gmail.com

DAFTAR ISI

STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBELANJAAN BARANG DAN JASA
MELALUI PLATFORM DIGIPAY DI SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN

BUDI DAY A ettt e et e e e e e e e e e e nees i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR ........cccviiiiiiiiinnnn. ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS......cooiiiiiiiiiiee e i
LEMBAR PENGESAHAN ... .ot iv
KATA PENGANTAR ..ottt e e e e e e nneeeea e v
ABSTRAK .. ettt a e e vi
ABSTRACT ...ttt e et e e e e e e e e e nt e e e e nnaeeeaeans vii
DAFTAR IS .. ettt e et e e e e eneeeeeeen viii
DAFTAR TABEL ...ttt a e et e e e aneeeea e X
DAFTAR GAMBAR ... .ottt ettt e e e e e e e et e e e e eneeeeaeen Xi
BAB | PERMASALAHAN PENELITIAN ....ooiiiiiiiie e 1
A. LatarBelakang ........coooouiiiiii 1
B. Identifikasi Masalah.............cccoooiiiiiiiiii 14
C. Rumusan Permasalahan..............ccccoo 17
D. Tujuan Penelitian........cccoooiiiiiiii 17
E. Manfaat Penelitian.............ccccouuiiiiiiiiiii 17
BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA. .. ettt 19
A. Penelitian Terdahulu ... 19
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis ..............eceiviiiiiiiiiiiiiiiieees 24

1. Tinjauan Kebijakan ... 24

2. TiNJAu@N tEONILIS ....uuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 29

1) Administrasi PUDIIK ... 29

viii



2)  IMPIEMENTASI ......covveiiieieeeee e 31

3) Manajemen Keuangan Negara............cccoevvveiiiiiiiieeeeeeeeeiinnn 35

4) Keuangan PUbIiK ............ooouuuiiiiiiiiiiicce e 38

5) Diffusion of Innovation TREOIY ............ccccccciiiiiiii 42

6) Marketplace Digital Pemerintah...............cccccviiiiiiiiiiiiiiies 47

7) Teori Strategi.......ccouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 49

C. Operasionalisasi KONSEP........ccoovviiiiiiiiiiieieieeeeiiee e 52
Innovation and Technology Adoption Theory...............cccccccceeiinii. 52

D. Kerangka Berpikir.......cooooooioiiioo 52
BAB Il METODOLOGI PENELITIAN......cceoiiiiiiiiieeeee e 54
A. Metode Penelitian..............euvuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 54
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data...............cccoeeeiii. 54
ST o] =1 o T PP 57
C. Lokus Penelitian ... 58
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.............cccccooeeii. 58
E. Validitas Data ............uuuuiiiiiiiiiiiiii 59

F. Instrumen Penelitian. ... 60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ....ccoiiiiiiiiee e 61
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian............ccuuuiiriiiiuiiiiiiiiiiieniiiineeeees 61
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Belum Dilaksanakannya
Pembelanjaan Barang dan Jasa Melalui DIGIPay pada Sekretariat Ditjen
Perikanan Budi Daya............cooiiiiiiiiiiiiiieeeee e 69

C. Strategi pembelanjaan Barang dan Jasa Sekretariat Ditjen Perikanan
Budidaya dapat mengoptimalkan DIGIPay untuk mendorong inovasi

dalam proses pengadaan dan meningkatkan kualitas layanan ................ 92

BAB V PENUTUP ...t 109
AL KeSIMPUIAN ... 109

B, SAran ......cooouiiiiii e 110
DAFTAR PUSTAKA ...ttt e e e e 112

X



RIWAYAT HIDUP ... 117

LAMPIRAN. .. 118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Masalah Penerapan inovasi Digital..........cccccccovveviiienciiencieecieee, 8

Tabel 1.2 Data Pembagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.. 13

Tabel 1.3 EfiSiensi DIgIPAY ....ccceceveeriieriieiieeieerie ettt ere e 15
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu ............cocoeiiniiiiniiniiceee e 19
Tabel 2.2 Operasionalisasi KOnSep .........cccceeevueeriiiiiieniiiiienieeceie e 55
Tabel 3.1 Lembar ODSEIVAST .....cc..eeeciiieiiieeiiieeiiee ettt eree e e 59
Tabel 3.2 Daftar Key INformant ..................cccoocvevvevcieenieeiieieeieeieee e 61
Tabel 4.1 Manfaat Digipay Satu Untuk Berbagai Pemangku Kepentingan..... 93
Tabel 4.2 TKPA 2023-2025.....ccieeieieeieeieeie ettt saeese e 100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 segmented digipay ke integrated digipay................cc.cccoeeuvenne.... 16
Gambar 2.1 Implementation as a Political and Administrative Process ......... 31
Gambar 2.2 Kerangka BerpiKir.........cccooeviiiiiiiiiiieeieeeeeee e 57
Gambar 4.1 Struktur OrganiSasi..........cecueerueeeieerieriieenieereeneeereeseeereeseneenees 67

Xi



BAB 1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Di era revolusi industri 4.0, dunia menghadapi gelombang transformasi
digital yang masif, merasuk ke hampir setiap aspek kehidupan, termasuk sektor
pemerintahan (Millard, 2023). Digitalisasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan
sebuah keniscayaan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan,
dan akuntabel (Omar et al., 2024). Pemerintah di seluruh dunia, termasuk
Indonesia, didorong untuk mengadopsi teknologi digital demi meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu cara
dalam transformasi ini adalah optimalisasi pembelanjaan pemerintah melalui
platform digital.

Pembelanjaan pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam
menggerakkan perekonomian dan menyediakan layanan dasar bagi Masyarakat
(Patadungan et al., 2025). Namun, proses pembelanjaan tradisional seringkali
dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari birokrasi yang panjang, potensi
praktik korupsi, hingga kurangnya transparansi. Optimalisasi marketplace adalah
upaya memaksimalkan penggunaan platform digital untuk meningkatkan
penjualan, memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, muncul kebutuhan
mendesak untuk menemukan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan
akuntabilitas dalam pembelanjaan ini. Digitalisasi, khususnya melalui
pemanfaatan marketplace digital, menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi
permasalahan tersebut (Dewi et al., 2023)

Penggunaan pembayaran digital di sektor publik secara global
menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, didorong oleh kebutuhan akan
efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan (Mavlutova et al., 2023). Di berbagai
negara, pemerintah secara aktif beralih dari sistem transaksi tunai manual ke
model digital yang lebih canggih, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja

administratif, tetapi juga untuk mendorong keberlanjutan ekosistem keuangan



yang inklusif (Mpofu, 2022). Secara global, pembayaran digital kini menjadi
fondasi utama dalam berbagai layanan publik seperti pembayaran pajak, tagihan
utilitas, denda kendaraan, hingga pencairan bantuan sosial, yang sebelumnya
sering menghadapi masalah seperti keterlambatan, kehilangan dokumen, atau
potensi penyimpangan anggaran (Beriker, 2025). Di India, pemerintah berhasil
mencatatkan prestasi penting sebagai pengadopsi tercepat sistem pembayaran
real-time berbasis digital, dengan Unified Payments Interface (UPI) yang kini
menopang hampir separuh total transaksi digital global (Mahesh et al., 2022).
Tiongkok memimpin dalam volume nilai transaksi digital dengan ekosistem
pembayaran seluler yang sangat matang, didukung oleh platform seperti Alipay
dan WeChat Pay yang sudah terintegrasi dalam hampir setiap aspek kehidupan
sehari-hari, baik untuk pembayaran mikro maupun transaksi korporat besar (Perry
& Greiffenhagen, 2024). Negara-negara maju seperti Jerman, Swedia, Australia,
dan berbagai negara di Eropa Utara juga telah menerapkan sistem pembayaran
digital yang canggih secara menyeluruh, termasuk penggunaan e-taxation system,
e-filing pajak otomatis, hingga pencatatan pembayaran hukum secara real-time
untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsive
(Kumar, 2024). Di Indonesia, peran pemerintah dalam mendorong transformasi
ini sangat nyata melalui kebijakan strategis dari Kementerian Keuangan.

Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk menyederhanakan proses
keuangan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel,
lebih cepat, dan lebih mudah dikontrol secara digital. Manfaat utama dari
digitalisasi pembayaran publik dapat dirangkum dalam empat pilar utama:
pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap transaksi
tercatat secara elektronik dengan jalan audit trail yang tidak dapat diubah,
sehingga secara signifikan meminimalkan risiko korupsi, manipulasi anggaran,
atau kasus pelanggaran etika keuangan publik. Kedua, efisiensi dan penghematan
biaya, karena pengurangan beban pada proses manual seperti pencetakan
dokumen fisik, pengangkutan uang tunai, pengelolaan kas kecil, dan tenaga kerja

yang terlibat dalam verifikasi fisik, yang pada akhirnya menghasilkan



penghematan anggaran jangka panjang. Ketiga, percepatan layanan, di mana
warga tidak perlu lagi menunggu berjam-jam untuk melakukan pembayaran,
mengakses bantuan, atau menyelesaikan administrasi pemerintahan, karena proses
dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui perangkat mobile atau komputer.
Keempat, inklusi keuangan, terutama penting bagi daerah terpencil, pedesaan,
atau komunitas yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan tradisional.

Namun, perlu diakui bahwa jalan menuju implementasi strategi
optimalisasi pembelanjaan digital di sektor pemerintahan tidaklah tanpa
hambatan. Tantangan yang membayangi meliputi kesenjangan infrastruktur digital
yang memadai, tingkat literasi digital yang bervariasi di kalangan sumber daya
manusia pemerintahan, kebutuhan akan kerangka regulasi yang adaptif dan
inovatif, serta resistensi terhadap perubahan yang seringkali muncul dari pola
kerja tradisional.

Pembelanjaan pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, secara inheren dihadapkan pada tuntutan
efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Paradigma pengadaan tradisional seringkali
diwarnai oleh proses yang panjang, melibatkan birokrasi yang kompleks, serta
potensi adanya inefisiensi dalam perolehan harga dan kualitas barang/jasa.
Seringkali, proses ini memakan waktu dan sumber daya yang berharga,
menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana digitalisasi dapat menjadi
solusi disruptif untuk mengatasi kesenjangan ini. Fenomena ini menciptakan
urgensi bagi institusi pemerintah untuk beralih ke pendekatan yang lebih modern,
transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran pembelanjaan agar selaras
dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu aplikasi digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
adalah digipay. Digipay Satu merupakan sebuah aplikasi marketplace pemerintah
yang inovatif, yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kegiatan belanja online
oleh berbagai satuan kerja pemerintahan di Indonesia. Platform ini mewakili
langkah maju yang signifikan dalam modernisasi sistem pengadaan barang dan

jasa pemerintah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,



dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Keunggulan Digipay Satu terletak pada
metode pembayarannya yang fleksibel, di mana satuan kerja memiliki opsi untuk
menggunakan CMS (Cash Management System) untuk pengelolaan kas yang
terintegrasi, atau memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dirancang
untuk keperluan dinas, keduanya menawarkan kemudahan dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan. Aplikasi ini secara efektif menggantikan sistem Digipay
sebelumnya yang berbasis bank yaitu Digipay002 (BRI), Digipay008 (Mandiri),
dan Digipay009 (BRI) dengan menyatukan seluruh proses belanja online ke dalam
satu platform terpusat, sechingga secara substansial mengurangi kompleksitas
administrasi dan fragmentasi sistem. Digipay Satu secara resmi diluncurkan pada
tanggal 1 Maret 2023 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan implementasi
penuhnya dimulai pada tanggal 1 April 2023, menandai transisi total dari sistem
Digipay yang lama. Perubahan ini juga didukung oleh regulasi yang diperbarui,
termasuk PER-7/PB/2022 sebagai landasan hukum baru, penyesuaian nilai limit
Kartu Kredit Pemerintah untuk adaptasi terhadap kebutuhan transaksi yang
berkembang, serta modifikasi ketentuan perpajakan yang selaras dengan PMK
No. 59/PMK.03/2022. Dengan adanya Digipay Satu, pemerintah berharap dapat
mewujudkan proses belanja yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi secara
menyeluruh.

Manfaat DIGIPay sangat substantif bagi beragam entitas yang terlibat
dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Bagi Satuan Kerja, DIGIPay
mengakselerasi otomatisasi dan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan
seluruh alur pengadaan. Platform ini mengintegrasikan pengadaan, pembayaran,
perpajakan, serta pelaporan, menyederhanakan pengelolaan siklus transaksi.
Simplifikasi Surat Pertanggungjawaban juga terwujud karena DIGIPay secara
otomatis menggenerasi dokumen yang relevan, mereduksi beban administratif.
Aspek krusial lainnya, sistem ini mereduksi potensi moral hazard melalui
transparansi dan akuntabilitas transaksi yang inheren.

Vendor dan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah juga memperoleh

keuntungan signifikan. Mereka mendapatkan kepastian pembayaran melalui



penjadwalan pembayaran yang jelas. DIGIPay juga memperluas akses pasar
dengan memfasilitasi peluang kolaborasi dengan berbagai Satuan Kerja melalui
mekanisme pemasaran terbuka. Selain itu, tersedia fasilitas pinjaman perbankan
dari mitra DIGIPay, yang dapat mendukung kebutuhan modal kerja.

Bagi perbankan, DIGIPay mengkreasi pasar kredit baru dengan
memanfaatkan data transaksi vendor. Platform ini memfasilitasi penyediaan
layanan spesifik bagi segmen yang ditargetkan, yaitu UMKM. Kemitraan dengan
pemerintah melalui DIGIPay juga mengukuhkan citra merek sebagai entitas
pendukung kebijakan publik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga memperoleh manfaat strategis
dari DIGIPay. Manajemen likuiditas menjadi lebih efisien karena saldo kas
termonitor secara real-time. Perencanaan kas menjadi lebih prediktif dan
responsif. DIGIPay juga menyediakan analisis data berharga untuk pengambilan
keputusan kebijakan yang lebih baik.

Bagi Auditor, Aparat Penegak Hukum, dan Direktorat Jenderal Pajak,
DIGIPay berkontribusi substansial dalam mitigasi fraud, sebab seluruh transaksi
terekam dan berjalan secara sistematis tanpa memungkinkan interaksi langsung
yang berpotensi menyimpang. Data yang tercatat dalam DIGIPay juga
mendukung e-audit, mempercepat dan mempermudah proses verifikasi keuangan.
Sistem ini juga mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak karena setiap transaksi
teregistrasi secara digital dan dapat diakses untuk keperluan audit perpajakan.

Implementasi dan kinerja DIGIPay menunjukkan variasi signifikan antar
lembaga pemerintahan. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan menunjukkan
komitmen tinggi terhadap digitalisasi, dengan laporan kinerja Triwulan I 2025
yang mencatat pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP
mencapai  100,81%, mengindikasikan kesiapan perencanaan untuk eksekusi
melalui DIGIPay. Mereka juga proaktif dalam belanja operasional menggunakan
mekanisme modern. Sebaliknya, implementasi DIGIPay di Kementerian/Lembaga
(K/L) lain umumnya bervariasi. Unit kerja dengan pagu besar cenderung setara,

tetapi instansi dengan sumber daya terbatas sering tertinggal dalam optimalisasi



pemanfaatan DIGIPay. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan memfokuskan
penggunaan DIGIPay pada belanja operasional perkantoran, pembelian ATK, dan
pemeliharaan alat kerja, sedangkan K/L lain menggunakannya lebih luas,
mencakup pembayaran honorarium, vendor UMKM, dan pengadaan barang/jasa
yang lebih variatif. Tantangan teknis juga muncul. Beberapa unit kerja di bawah
Ditjen Perbendaharaan masih menghadapi kendala pemahaman fitur aplikasi oleh
operator, terutama pada satuan kerja yang baru mengoptimalkan transaksi Kartu
Kredit Pemerintah (KKP). Kendala umum pada K/L lain meliputi resistensi
perubahan dari tunai ke digital, serta terbatasnya vendor terdaftar di DIGIPay di
daerah terpencil. Dalam hal efisiensi, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan diakui
berkat keberhasilan penyesuaian revisi anggaran dan efisiensi, serta kepatuhan
terhadap aturan penggunaan KKP dan DIGIPay. Implementasi KKP secara
nasional, termasuk di K/L, mencapai Rpl,53 triliun pada tahun 2024 (naik
31,67%), dengan K/L yang lebih matang dalam digitalisasi, seperti Kementerian
Keuangan, sering menjadi tolok ukur dalam kecepatan adaptasi.

Keunggulan utama DIGIPay Satu terletak pada integrasi, kecepatan, dan
kepatuhan terhadap regulasi perpajakan atau perbendaharaan, yang terintegrasi
langsung dengan sistem pembayaran bank dan aplikasi SAKTI. Hal ini
menjadikannya instrumen yang sangat efisien untuk mendukung belanja rutin
kementerian/lembaga. Dibandingkan dengan SIPLah, DIGIPay Satu menunjukkan
keunggulan signifikan dalam integrasi dengan sistem pembayaran dan pelaporan
keuangan kementerian, sementara SIPLah secara spesifik dirancang untuk
memenuhi kebutuhan belanja sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana BOS.
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan E-Katalog LKPP, DIGIPay Satu
menawarkan agilitas yang lebih tinggi untuk transaksi belanja dengan nilai kecil
hingga menengah, terutama dalam penggunaan uang persediaan (UP), dengan
prosedur yang lebih sederhana. Sementara itu, E-Katalog LKPP lebih sering
dimanfaatkan untuk kontrak payung atau pengadaan dengan nilai yang lebih

besar.



Transformasi digital dalam sektor pemerintahan bukanlah semata-mata
tentang adopsi teknologi baru, melainkan sebuah perubahan holistik yang
menuntut adaptasi kelembagaan dan penyesuaian tata kelola (Suriadi et al., 2024).
Implementasi strategi pembelanjaan digital melalui marketplace seringkali
menghadapi berbagai tantangan institusional. Resistensi terhadap perubahan, baik
dari internal maupun eksternal, dapat menjadi penghambat utama. Selain itu,
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan dan
mengelola platform digital, serta struktur tata kelola yang belum sepenuhnya
mendukung inovasi, dapat menghambat keberhasilan program. Kecepatan dan
keberhasilan adopsi teknologi sangatlah krusial. Tanpa pemahaman mendalam
tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat ini, setiap upaya optimalisasi
berisiko tidak efektif. Di sinilah letak pentingnya merancang strategi yang
komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi
kelembagaan dan kapabilitas SDM

Adopsi teknologi baru seperti DIGIPay tidak secara otomatis
menghasilkan inovasi atau peningkatan kualitas layanan yang maksimal. Banyak
organisasi berhasil mengimplementasikan platform, tetapi belum sepenuhnya
mengeksplorasi atau memanfaatkan seluruh fitur dan potensinya untuk
mendorong perubahan positif yang signifikan dalam proses kerja dan hasil akhir.
Terdapat risiko bahwa DIGIPay hanya akan menjadi platform transaksional
belaka, tanpa membawa dampak transformatif yang lebih luas, seperti
peningkatan transparansi, efisiensi biaya, atau peningkatan akuntabilitas. Oleh
karena itu, diperlukan strategi pemanfaatan yang tepat untuk memastikan bahwa
DIGIPay tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai katalisator untuk
inovasi dan pencapaian tujuan strategis Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya.
Hal ini mencakup pengembangan mekanisme evaluasi berkelanjutan, pelatihan
SDM, serta integrasi marketplace dengan sistem yang sudah ada untuk
menciptakan ekosistem pengadaan yang terpadu dan cerdas

Secara eksplisit permasalahan tersebut dapat dilihat pada data pra

penelitian pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.1 Masalah Penerapan inovasi Digital

Kategori

Sub Aspek

Masalah

Dampak

Tantangan
Efisiensi
Efektivitas
Pembelanjaan
Pemerintah

dan

Proses Pengadaan
Tradisional

Proses pengadaan
konvensional
sering memakan
waktu lama
(hingga 30-60 hari
per transaksi),
melibatkan
birokrasi berlapis
seperti persetujuan
manual dan
verifikasi fisik,
yang
menyebabkan
penundaan hingga
20-30% dari
jadwal proyek di
unit kerja seperti
Sekretariat Ditjen
Perikanan
Budidaya

Kerugian  waktu
dan anggaran,
penundaan proyek
pengembangan
perikanan,
menurunkan
kredibilitas dalam
menyelesaikan
program
pemerintah

Optimalitas Harga
dan Kualitas

Kurangnya
transparansi dalam
negosiasi  harga
mengakibatkan
overpricing hingga
15-25% pada
barang/jasa
(misalnya,
peralatan budidaya
ikan), sementara
kualitas sering
tidak terjamin
karena minimnya
kompetisi
pemasok,
menimbulkan
kerugian anggaran
tahunan mencapai
miliaran rupiah

Penggunaan
anggaran
tidak

yang
efisien,
risiko  kegagalan
proyek akibat
barang berkualitas
rendah, dan
kerusakan reputasi
unit kerja di mata
publik

Kesenjangan
Solusi Digital

Digitalisasi
melalui

Inisiatif
gagal

digital
mencapai




marketplace
seperti  Digipay
Satu  berpotensi
mengurangi waktu
proses hingga
50% dan
meningkatkan
akuntabilitas,
tetapi tanpa
integrasi  penuh,
kesenjangan  ini
tetap ada,
memerlukan
strategi  adaptasi
untuk  mengatasi
resistensi birokrasi

potensinya,
pemborosan
investasi
teknologi, dan
terusnya
ketergantungan
pada sistem yang
ketinggalan zaman

Tantangan Resistensi Institusi Gagalnya
Kelembagaan terhadap pemerintahan, reformasi  digital,
dalam Perubahan termasuk di Ditjen | konflik  kultural
Transformasi Perikanan antara  generasi
Digital Budidaya, sering | pegawai, dan
menghadapi kegagalan
resistensi dari | mendapatkan
pegawai senior | dukungan dari
(tingkat adopsi | level atas
rendah hingga
40% di daerah),
akibat  ketakutan
kehilangan kontrol
atau  kurangnya
insentif, yang
menghambat
transisi ke sistem
cashless
Kapasitas Sumber | Kurangnya Proses
Daya Manusia | pelatihan  digital | pembayaran
(SDM) menyebabkan digital terhambat,
rendahnya kesalahan  input
kompetensi (hanya | data  meningkat,
60% pegawai | dan kepuasan
mahir pengguna  (baik
menggunakan internal  maupun
platform eksternal)
marketplace), menurun  secara
ditambah signifikan




keterbatasan

infrastruktur
seperti koneksi
internet di wilayah
pedesaan,  yang
memperlambat
implementasi
hingga  25-30%
dari target
Struktur Tata | Tata kelola yang | Perlambatan
Kelola kaku dan belum | inovasi,
mendukung ketidaksesuaian
inovasi antara  kebijakan
menghalangi dan implementasi,
adaptasi, dengan | serta munculnya
faktor kecepatan | "silo" sistem yang
adopsi menghambat
dipengaruhi oleh | kolaborasi  lintas
dukungan divisi
pimpinan (hanya
70% unit kerja
siap berubah),
berisiko membuat
upaya optimalisasi
tidak efektif tanpa
reformasi internal
Tantangan Adopsi | Kurangnya Adopsi DIGIPay | Hilangnya  nilai
Teknologi Baru Strategi sering hanya | tambah dari
Pemanfaatan sebatas teknologi,
transaksional kurangnya  data
(penggunaan fitur | untuk perencanaan
dasar 80%), tanpa | strategis, dan
eksplorasi fitur | ketidakmampuan
lanjutan  seperti | mengantisipasi
analitik data, | kebutuhan masa
sehingga potensi | depan unit kerja
inovasi  terbuang
dan  peningkatan
layanan hanya
mencapai 30-40%
dari maksimal di
sektor perikanan
Risiko  Platform | Tanpa strategi | Investasi teknologi
Transaksional holistik, teknologi | terabaikan,
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Belaka

seperti  Digipay
Satu berisiko tidak
membawa dampak
transformatif,
seperti
penghematan
biaya jangka
panjang  (hanya
10-15% efisiensi
aktual vs. potensi
50%), akibat
minimnya
integrasi  dengan
proses kerja harian
dan kurangnya
evaluasi
berkelanjutan

pembelanjaan
tetap
transparan,
terusnya
ketergantungan
pada sistem
manual meski
sudah ada
digitalisasi

tidak
dan

Dampak
Hasil Akhir

pada

Organisasi mampu
implementasi awal
(adopsi 75%
dalam 6 bulan),
tapi tanpa
pemanfaatan
penuh, hasil akhir
seperti
transparansi  dan
akuntabilitas tetap
rendah,
memerlukan
pendekatan
berbasis pelatihan
dan  monitoring
untuk mendorong
perubahan positif
yang lebih luas

Kepercayaan
publik  menurun,
audit  keuangan
sering menemukan
red flags, dan sulit
membuktikan
akuntabilitas

penggunaan
anggaran

atas

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Pembahasan mengenai strategi implementasi pembelanjaan digital melalui

DIGIPay di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen Perikanan

Budidaya) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi relevan dan

mendesak di tengah era transformasi digital pemerintahan yang semakin

menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran

11




negara, dengan mempercepat adopsi teknologi untuk mendukung operasional
layanan publik tanpa mengorbankan kualitas dan kecepatan. Alasan utama
membahas topik ini adalah untuk mengatasi tantangan klasik dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang sering kali terhambat oleh proses manual yang
lambat, rawan korupsi, dan kurangnya kompetisi harga, di mana penerapan
DIGIPay seperti yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform SPSE (Sistem Pengadaan
Secara Elektronik) atau integrasi dengan e-commerce terintegrasi dapat
merevolusi pembelanjaan dengan menyediakan akses real-time ke ribuan vendor,
perbandingan harga otomatis, dan audit trail digital yang meminimalkan
kebocoran anggaran. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, yang bertanggung
jawab atas koordinasi administratif, pengembangan kebijakan, dan dukungan
logistik untuk program budidaya perikanan nasional seperti penangkaran ikan air
tawar, udang, dan rumput laut yang mencakup anggaran signifikan untuk
peralatan laboratorium, bibit ikan, serta infrastruktur pendukung, implementasi
pembelanjaan digital melalui marketplace dapat secara langsung meningkatkan
efektivitas program prioritas KKP seperti ketahanan pangan berbasis perikanan, di
mana efisiensi pengadaan dapat dialokasikan ulang untuk inovasi teknologi
budidaya berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada rantai pasok
konvensional yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan
keterlambatan distribusi ke daerah terpencil. Selain itu, topik ini dibahas untuk
mengisi celah penelitian dan praktik di sektor perikanan, di mana meskipun KKP
telah meluncurkan inisiatif digital namun implementasi marketplace untuk
pembelanjaan internal masih belum merepresentasikan hasil yang optimal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah kementerian yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan mempunyai porsi anggaran yang
cukup besar dalam program pemerintah. Pada tahun 2023 anggaran KKP sebesar
6,76 Triliun Rupiah, pada tahun 2024 sebesar 7,04 Triliun Rupiah dan pada tahun
2025 sebesar 6,22 Triliun Rupiah. Anggaran tersebut digunakan oleh 10 (sepuluh)
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unit eselon 1. Salah satu unit eselon 1 yang memiliki porsi anggaran terbesar di
KKP adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Pembagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

PAGU Kementerian PAGU Ditjen PAGU Sekretariat
Kelautan dan Perikanan Budi Ditjen Perikanan
Perikanan Daya (Es.1) Budi Daya (Es. 2)
TAHUN
2025 6,22 Triliun 1.418.962.933.000 1.018.250.466.000
TAHUN
2024 7,04 Triliun 1.271.143.203.000 584.352.167.000
TAHUN
2023 6,76 Triliun 1.100.237.305.000 432.909.168.000

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Sebagai eselon 1 dengan porsi anggaran terbesar di KKP, pengelolaan
keuangan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjadi perhatian penting
dalam penilaian kinerja organisasi. Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
merupakan salah satu dari 15 unit kerja yang memegang anggaran terbesar pada
unit eselon I tersebut, sehingga penerapan pengelolaan keuangan yang baik
melalui belanja DIGIPay diharapkan berdampak pada peningkatan penggunaan
belanja digital pada unit kerja lainnya.

Meskipun pembelanjaan melalui DIGIPay belum terealisasi, untuk
pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 200 juta, institusi/pihak terkait telah
mengadopsi platform e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP). Penggunaan e-katalog ini telah mencapai sekitar 60% dari
total belanja barang untuk kategori tersebut, menunjukkan adanya transisi dan
adaptasi terhadap sistem pengadaan berbasis marketplace meskipun belum
sepenuhnya meninggalkan metode konvensional atau mengoptimalkan semua
kanal digital yang tersedia seperti DIGIPay

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dimana menekankan pada :
Pertama, pembelanjaan pemerintah di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya,
seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi dan akuntabilitas
maksimal. Proses pengadaan tradisional yang cenderung birokratis dan memakan

waktu dapat mengakibatkan suboptimalnya harga dan kualitas barang/jasa, serta
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menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini urgen untuk
mengidentifikasi strategi implementasi yang dapat dicapai melalui DIGIPAy
sehingga memungkinkan proses pengadaan yang lebih transparan, cepat, dan
akuntabel. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara
lebih efektif untuk mendukung tujuan Ditjen Perikanan Budidaya. Kedua,
Transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya tentang mengadopsi
teknologi, tetapi juga tentang bagaimana institusi beradaptasi dan mengatur diri
untuk mendukung inovasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengkaji tantangan
kelembagaan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya kapasitas SDM,
atau struktur tata kelola yang belum mendukung inovasi, yang semuanya dapat
menghambat implementasi pembelanjaan digital. Dengan memahami aspek-aspek
ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mempercepat
adopsi teknologi dan memastikan keberhasilan program transformasi digital di
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Kedua, untuk merumuskan strategi
pemanfaatan yang tepat agar DIGIPay tidak hanya menjadi platform
transaksional, melainkan katalisator untuk perubahan positif yang lebih luas,
seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan
kualitas layanan. Terakhir, bagi departemen administrasi pembangunan negara
adalah pengembangan kapasitas SDM yang kompeten dalam birokrasi. Penelitian
ini secara langsung mengidentifikasi tantangan kelembagaan dan kapasitas SDM
dalam adopsi teknologi digital.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik
mengambil judul “Strategi Implementasi Pembelanjaan Barang dan Jasa
Melalui Platform Digipay di Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya”

B. Identifikasi Masalah
1. Adopsi teknologi baru seperti DIGIPay tidak selalu otomatis menghasilkan
inovasi dimana dapat menekankan pada pembelanjaan pemerintah,
termasuk di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, seringkali dihadapkan

pada tantangan efisiensi dan efektivitas. Proses pengadaan tradisional
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dapat memakan waktu, melibatkan birokrasi yang panjang, dan berpotensi

kurang optimal dalam hal harga dan kualitas barang/jasa yang diperoleh.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan KEMENKEU RI menekankan

pada efisiensi digipay sebelum dan sesudah penerapan dimana dapat

ditelaah pad atabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Efisiensi Digipay

Aspek Sebelum Sesudah
Integrasi sistem Sistem pembayaran | Sistem pembayaran
tidak terintegrasi dengan | digital terintegrasi
sistem pengadaan dengan sistem
pengadaan  elektronik

dalam satu platform

Waktu

Time consurming sangat
bergantung jarak dan
waktu untuk mendatangi
vendor

Belanja dari mana saja
dan kapan saja, proses
cukup 5-10 menit jika
ada negosiasi harga bisa
mencapai 15  menit,
tidak tergantung jarak

Cost

Perlu biaya transportasi
untuk belanja langsung
ke vendor

Belanja secara daring
tidak perlu transportasi

Proses

Masih memerlukan
kertas, proses pengajuan,
verifikasi dab approval
dilakukan secara manual

Paperless, dilakukan
secara web based

Pajak dan SPJ

Perhitungan pajak dan
penyimpan dokumen
pertanggungjawaban
dilakukan manual

Integrasi proses
penghitungan pajak dan
penyiapan dokumen
pertanggungjawaban
melalui platform

Sistem Pembayaran

Pembayaran tunai masih
dilakukan secara massif,
tidak mendukung
program Gerakan
Nasional Non Tunai

Cashless  pembayaran
hanya menggunakan
KKP dan VA CMS

Sumber :

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/info-layanan/layanan-

non-spm/digipay-satu.html

2. Transformasi digital dalam pemerintahan seringkali tidak hanya tentang

teknologi, tetapi juga tentang bagaimana institusi beradaptasi dan
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https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/info-layanan/layanan-non-spm/digipay-satu.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/info-layanan/layanan-non-spm/digipay-satu.html

mengatur diri mereka sendiri. Oleh karenanya terdapat pengembangan dari
segmented digipay ke integrated digipay dapat ditelaah pada gambar
dibawah ini :

Pengembangan dari Segmented Digipay ke Integrated Digipay ))
DIPb

Segmented Digipay Integrated Digipay

e B ()

mandn  NBNI

digi
@ Elosistem Digipay dibangun berbasis bank (BRI, © 48 Digipay dibangun untuk mengakomodasi seluruh
g Mandiri, dan BNI), dikembangkan bersama Himbara ~ * bank, in house development full oleh Kemenkeu

M User (satker dan vendor) wajib memiliki rekening di ] Rekening user (satker dan vendor) bebas, tidak

axgpn Himbara (BRI, Mandiri, dan BNI) ! harus di Himbara
l;) Transaksi hanya bisa overbooking (satker dan ' <2\ Interoperabilitas: bisa transaksi antar rekening
@ j vendor harus punya rekening pada bank yang sama) 4 /" pada bank yang berbeda, simplifikasi user, dll

l’&" Segmentasi ini memiliki beberapa kekurangan A, Fleksiblitas rekening dan ‘Ttransaksi akan
x sehingga pertumbuhan Digipay tidak maksimal . mengakselerasi pertumbuhan Digipay

Gambar 1.1 segmented digipay ke integrated digipay

Berdasarkan mekanisme tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya
simplifikasi user serta interoperabilitas platform serta perubahan proses
bisnis dimana keseluruhan tersebut sebagai Langkah dalam membentuk
efisiensi pengadaan.
Adopsi teknologi baru DIGIPay tidak selalu otomatis menghasilkan
inovasi atau peningkatan kualitas layanan maksimal tanpa strategi
pemanfaatan yang tepat. Organisasi mampu mengimplementasikan
teknologi, tetapi belum sepenuhnya mengeksplorasi atau memanfaatkan
seluruh fitur dan potensinya untuk mendorong perubahan positif dalam
proses kerja dan hasil akhir. Ada risiko bahwa DIGIPay hanya menjadi
platform transaksional belaka, tanpa membawa dampak transformatif yang

lebih luas
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C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pembelanjaan barang dan jasa melelui platform Digipay di

Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya belum dilaksanakan?

2. Bagaimana strategi pembelanjaan barang dan jasa Sekretariat Ditjen

Perikanan Budidaya dapat mengoptimalkan DIGIPay untuk mendorong

inovasi dalam proses pengadaan dan meningkatkan kualitas layanan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah

yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab

belum dilaksanakannya pembelanjaan barang dan jasa melelui Digipay

pada Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

2. Menyusun strategi pelaksanaan pembelanjaan barang dan jasa melalui

Digipay pada Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

E. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat praktis : Penelitian ini dapat menjadi strategi konkret untuk
menyederhanakan proses pengadaan, mengurangi birokrasi, dan
mempercepat siklus pembelanjaan. Hal ini akan menghasilkan
penghematan waktu dan sumber daya, memungkinkan unit kerja untuk
fokus pada tugas inti mereka. Selain itu mampu membantu menciptakan
sistem pembelanjaan yang lebih transparan, di mana setiap transaksi
dapat dilacak dan diaudit dengan mudah. Hal ini akan mengurangi
risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pengelolaan keuangan

Manfaat akademik : Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk
merancang program pelatihan atau lokakarya bagi calon administrator

mengenai literasi digital, manajemen platform e-procurement, dan
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adaptasi terhadap perubahan proses kerja. Penelitian ini dapat memicu
dalam melakukan studi lebih lanjut mengenai resistensi terhadap
perubahan, faktor-faktor kesuksesan adopsi teknologi, atau

pengembangan model tata kelola inovatif dalam konteks digital.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Beberapa faktor yang menjadikan pembelanjaan barang dan jasa melalui
DIGIPay di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya belum
dilaksanakan dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka teori
difusi inovasi Rogers. Hambatan muncul dari kurangnya pemahaman
fitur aplikasi, terutama pada transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
yang baru, sehingga aspek efisiensi justru dapat dipersepsikan sebagai
kerumitan. Selain itu, jenis keputusan inovasi yang lebih bersifat kolektif
dan otoritatif memerlukan upaya komunikasi persuasif untuk mengatasi
resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Keberhasilan adopsi, seperti
yang ditunjukkan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, menekankan
pentingnya tahapan pengetahuan, persuasi, dan keputusan adopsi yang
didukung oleh bimbingan teknis yang memadai dan sosialisasi manfaat
yang jelas. Dengan demikian, optimalisasi implementasi DIGIPay di
Sekretariat DJPB membutuhkan strategi yang lebih terfokus pada
edukasi, pendampingan, dan penguatan agen perubahan untuk
mendorong adopsi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Strategi implementasi pembelanjaan barang dan jasa melaui DIGIPay di
Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dianalisis menggunakan teori
Henry Mintzberg secara komprehensif. Plan melibatkan perencanaan
sadar untuk efisiensi operasional, reduksi birokrasi, perluasan akses
UMKM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem
digital, dengan antisipasi tantangan dan pemanfaatan peluang kolaborasi.
Sebagai Ploy, strategi ini berfungsi sebagai taktik cerdik untuk
membangun ekosistem digital yang terintegrasi, menempatkan organisasi
sebagai pelopor dalam tata kelola pengadaan digital modern. Pattern
akan terlihat dari konsistensi perilaku organisasi dalam memprioritaskan

DiGIPay dan beradaptasi terhadap dinamika pasar. Position menempatkan
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Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya sebagai entitas modern, efisien,

dan transparan di mata publik, vendor, dan lembaga pengawas, serta

sebagai mitra UMKM lokal. Terakhir, Perspective mencerminkan
keyakinan kolektif dan budaya organisasi terhadap digitalisasi sebagai
kunci peningkatan kinerja jangka panjang dan pelayanan publik yang
lebih baik, mendorong inovasi berkelanjutan dan kesiapan beradaptasi
terhadap perubahan teknologi. Secara keseluruhan, strategi ini dirancang
untuk mencapai pengadaan barang dan jasa yang tangguh, adaptif, dan
berkelanjutan, berkontribusi pada peningkatan kinerja dan integritas
pengelolaan keuangan negara di sektor perikanan budidaya. Penerapan
strategi implementasi pembelanjaan barang dan jasa melalui Digipay
tersebut dibagi dalam strategi jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.

B. Saran

1. Mengatasi kurangnya pemahaman fitur aplikasi, khususnya transaksi
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang baru, Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya harus menyelenggarakan pelatihan yang lebih
intensif dan terfokus. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat
teknis (bagaimana cara menggunakan aplikasi), tetapi juga mencakup
simulasi kasus nyata, sesi tanya jawab interaktif, dan materi yang
mudah dicerna untuk memastikan setiap pengguna memahami alur
kerja dan manfaat dari setiap fitur.

2. Mengingat sifat keputusan inovasi yang kolektif, Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya perlu membentuk tim agen perubahan internal
yang terlatth. Agen-agen ini bertugas untuk memberikan
pendampingan langsung, menjadi jembatan komunikasi antara
pengguna dan pengembang sistem, serta secara proaktif membantu
rekan kerja mengatasi hambatan penggunaan. Pendampingan ini harus

berkelanjutan, tidak hanya pada awal implementasi
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Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dapat lebih secara aktif
mencari peluang kolaborasi dengan pihak lain yang telah sukses
menerapkan sistem serupa, serta menjadikan pengalaman tersebut
sebagai pembelanjaan. Serta perlu ada evaluasi berkala terhadap
konsistensi penggunaan DIGIPay dan pengakuan (reward) bagi unit
atau individu yang secara konsisten beradaptasi dan berinovasi dalam
pemanfaatan sistem ini. Hal ini akan memperkuat perilaku positif dan

menjadi contoh bagi unit lain.
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